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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Dasar Pemikiran 

      Penerimaan kas daerah adalah kas yang diterima oleh pemerintah baik berupa 

tunai maupun kredit dan merupakan jenis aktiva lancar yang paling likuid 

dibandingkan dengan aktiva lancar lainnya (Puji Agus, 2015). Kas dikatakan aset 

paling likuid karena dapat digunakan untuk membayar kewajiban pemerintah. 

Semakin banyak jumlah kas pada suatu pemerintah, pemerintah menjadi lebih 

fleksibel dalam pengelolaan anggaran operasional. Sifat kas yang mudah 

dipindahtangankan dapat menimbulkan resiko manipulasi apabila tidak ada sistem 

yang baik.  

     Penerimaan kas pemerintah berasal dari dua sumber utama, yakni penerimaan 

kas dari penjualan tunai dan penerimaan kas dari penjualan kredit (Tifani Hadiana, 

2015). Dalam menjalankan aktivitas pemerintahan, setiap terjadi transaksi 

penerimaan kas baik itu penerimaan langsung maupun pelunasan melalui bank 

harus segera diadakan pencatatan dan penyetoran bank. Hal ini dilakukan agar 

mengantisipasi terjadinya penggelapan maupun penyimpanan terhadap kas. 

Penerimaan kas daerah bertujuan untuk membantu pemerintah dalam pengambilan 

keputusan yang efektif (Sumurung, 2016). Adanya penerimaan kas dapat 

menambah pendapatan suatu pemerintah.  
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      Nominal penerimaan kas yang diterima pemerintah cukup besar maka perlu 

menerapkan suatu sistem agar penerimaan kas tersebut dapat terkontrol dengan 

baik. Dalam artikel Guru Pendidikan yang ditinjau oleh Aris Kurniawan (2021) 

menyebutkan bahwa elemen-elemen kas dapat berupa uang tunai (uang kertas dan 

logam), cek, pos wesel dan simpanan di bank dan hal lain yang disamakan dengan 

uang dalam pemerintah misalnya surat berharga seperti saham dan obligasi. Agar 

sistem dalam pemerintah dapat berjalan dengan baik maka diperlukan perbaikan 

internal yang baik serta sistem akuntansi yang baik terhadap kas khususnya 

penerimaan kas dan pengeluaran kas.                                                                                                                            

      Fungsi-fungsi yang berhubungan dengan kas yaitu fungsi penyimpanan, 

pelaksanaan dan pencatatan, dengan fungsi tersebut harus dilakukan pemisahan 

terhadap kas untuk melakukan perbaikan pengendalian yang baik dalam suatu 

pemerintahan. Upaya melindungi kas dari pencurian dan penyalahgunaan, 

perusahaan perlu mengawasi kas mulai dari penerimaan hingga penyetoran ke bank. 

Catatan penerimaan kas dibuat agar terhindar dari kesalahan. Jika penerimaan kas 

dicatat tepat waktu akan menghasilkan data yang akurat. Apabila terjadi kesalahan 

dapat membandingkan saldo kas yang sudah diterima dengan saldo kas yang sudah 

dicatat di dalam sistem. 

      Pengendalian internal pemerintah diperlukan untuk meningkatkan, 

mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi berbagai aktivitas untuk 

memastikan bahwa tujuan perusahaan tercapai. Selain itu sistem akuntansi yang 

baik sangat diperlukan dalam pemerintah untuk penerapan pengendalian internal 

yang baik. 
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      Adanya sistem yang baik dan benar dapat meningkatkan proses pengambilan 

keputusan karena laporan yang dihasilkan sistem tersebut lengkap, akurat dan 

manajemen dapat mengetahui proses yang memakan banyak biaya dan biaya yang 

biasanya bisa dikurangi. Adanya sistem dapat membantu pekerjaan agar cepat 

selesai tepat waktu serta meminimalisir terjadinya hal yang tidak diinginkan. Saat 

ini pemerintah dalam pencatatan transaksi sudah menggunakan komputerisasi 

sehingga dapat menginformasikan laporan keuangan secara tepat waktu. Dalam 

sistem akuntansi manajemen pemerintah harus bisa merancang dan melaksanakan 

sistem akuntansi yang baik untuk menangani kegiatan pokok pemerintah. 

      Tujuan sistem akuntansi menurut Mulyadi (2016:15), sistem informasi 

memiliki empat tujuan yaitu untuk menyediakan informasi bagi pengelolaan 

kegiatan usaha, memperbaiki informasi yang sudah ada dalam pemerintah , baik 

mengenai mutu dan ketepatan penyajian maupun struktur informasinya, 

memperbaiki pengendalian akuntansi, melakukan pengecekan internal dan untuk 

mengurangi biaya klerikal dalam penyelenggaraan catatan akuntansi. Adanya 

sistem yang bisa membantu input data dalam penerimaan kas ini, semua kegiatan 

akan dapat terkendalikan. Dengan adanya sistem yang membantu terutama dalam 

hal merekap maupun input data dapat diketahui secara cepat apabila ada kesalahan 

yang terjadi antara bendahara penerimaan dengan bidang akuntansi pelaporan 

bahkan dengan bidang pendapatan. 

      Adanya penerimaan kas yang besar maka Badan Keuangan dan Aset Daerah 

dalam melakukan pembukuan dan input data dan menyimpan data-data, baik itu 

penerimaan kas dan pengeluaran kas dilakukan dengan menggunakan sistem. 



4 
 

 
 

Sistem yang digunakan harus sesuai dengan standar yang berlaku dalam peraturan 

di daerah tersebut. Dengan adanya sistem dapat mempermudah pekerjaan agar 

selesai tepat waktu serta data yang disimpan di dalam sistem adalah data akurat. 

Dengan adanya sistem yang membantu pekerjaan di pemerintah dapat 

meminimalisir apabila terjadi kesalahan karena tidak teliti dalam memasukkan data 

yang benar. 

      Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) merupakan Badan Usaha Milik 

Daerah (BUMD) bertugas dalam pelaksanaan dalam bidang pengelolaan keuangan 

dan aset daerah, yang berkaitan dengan belanja daerah, pendapatan, pengeluaran 

daerah, serta kas daerah. Kepala Badan sekaligus sebagai Pejabat Pengelola 

Keuangan Daerah (PPKD) dan Pejabat Penatausahaan Barang Milik Daerah  

merupakan orang yang bertanggungjawab terhadap pemerintahan. Tugas dan 

tanggung jawab BKAD yaitu untuk menerima segala penerimaan kas oleh 

pemerintahan ke kas daerah yaitu pajak daerah yang nantinya disetorkan ke 

rekening kas daerah. Atas latar belakang tersebut, penulis tertarik mengambil judul 

tugas akhir: “ SISTEM PENERIMAAN KAS DAERAH PADA BADAN 

KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BKAD) KABUPATEN KULON 

PROGO”. 
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1.2 Tujuan Magang 

Tujuan yang ingin dicapai dalam kegiatan magang: 

a. Mengetahui prosedur penerimaan kas BKAD Kabupaten Kulon Progo. 

b. Mengetahui cara melakukan rekapitulasi penerimaan kas daerah yang 

sudah dibayarkan wajib pajak pada BKAD Kabupaten Kulon Progo. 

c. Mengetahui bagaimana melakukan pembukuan harian via sistem yang 

sudah ditetapkan BKAD dalam penerimaan kas. 

d. Mengetahui keunggulan sistem akuntansi dalam melakukan rekapitulasi 

dan pembukuan harian penerimaan kas daerah BKAD Kabupaten Kulon 

Progo 

1.3 Target Magang 

Target yang ingin dicapai dalam kegiatan magang: 

a. Mampu mengetahui prosedur penerimaan kas pada BKAD Kabupaten 

Kulon Progo. 

b. Mampu melakukan rekapitulasi penerimaan kas daerah yang sudah 

dibayarkan wajib pajak pada BKAD Kabupaten Kulon Progo. 

c. Mampu melakukan pembukuan harian via sistem pada BKAD dalam 

penerimaan kas. 

d. Mampu mengetahui keunggulan sistem akuntansi dalam melakukan 

rekapitulasi dan pembukuan harian penerimaan kas pada BKAD 

Kabupaten Kulon Progo. 
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1.4 Bidang Magang 

      Kegiatan magang berada di Bidang Pelayanan Pendaftaran Penetapan Pajak 

Daerah BKAD Kabupaten Kulon Progo. Penulis menjalankan kewajiban untuk 

kegiatan magang di bagian Pelayanan Pendaftaran Penetapan Pajak Daerah dengan 

tugas melakukan pembukuan melalui sistem di BKAD, lalu merekapitulasi data 

pajak yang harus dibayarkan ke kas daerah serta merekapitulasi data pajak yang 

nantinya dimasukkan ke dalam buku harian via bendahara penerimaan dan 

membuat STS (Surat Tanda Setor). Selain itu tugas penulis di bidang tersebut 

adalah melakukan input data di sistem terkait pajak restoran, pajak air tanah, pajak 

reklame dan sebagainya. Penulis juga mencocokkan data-data yang tidak sesuai 

dengan yang ada yaitu dari bidang akuntansi pelaporan dan bidang pendapatan, dan 

membenarkan jika ada kekeliruan.  
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1.5 Lokasi Magang 

Nama Instansi : Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kulon Progo 

Alamat  : Jl. Perwakilan No .1 Wates Kulon Progo 55611 

Telepon  : (0274) 773221 

Email  : bkad@kulonprogokab.go.id 

 

Gambar 1.1 Lokasi Magang 

Sumber : http://www.google.co.id/maps/place/BKAD+Kab+Kulon+Progo 

1.6 Jadwal Magang 

Kegiatan magang dimulai pada tanggal 22 Februari sampai 31 Maret 2021 

dan dilaksanakan 5 (lima) hari kerja kecuali tanggal merah Badan Keuangan dan 

Aset Daerah tutup. Kegiatan magang mulai dari jam 07.30 sampai jam 16.00 WIB. 

Penulis mematuhi tata tertib di tempat magang agar penulis dapat menjaga nama 

baik kampus. 

 

 

mailto:bkad@kulonprogokab.go.id
http://www.google.co.id/maps/place/BKAD+Kab+Kulon+Progo
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Tabel 1.1 : Rincian Jadwal Pelaksanaan Magang 

 

No 

 

Keterangan 

Waktu Pelaksanaan (2021) 

Maret April Mei Juni Juli 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 

1 Penulisan 

Tugas Akhir 

                 

2 Pelaksanaan 

Kegiatan 

Magang 

                 

3 Bimbingan 

dengan 

Dosen 

Pembimbing 

Tugas Akhir 

                 

4 Penyusunan 

Laporan 

Tugas Akhir 

                 

5 Ujian Tugas 

Akhir 

                 

 

1.7 Sistematika Penulisan 

Sistematika yang digunakan penulis, memuat penulisan melalui empat bab, yaitu : 

BAB I PENDAHULUAN  

      Pada bab ini akan diuraikan terkait dasar pemikiran penulis, tujuan dan target 

penulis selama kegiatan magang, lokasi penulis melaksanakan kegiatan magang 

dan sistematika penulisan dalam laporan tugas akhir. 

BAB II  LANDASAN TEORI 

      Bab ini mendeskripsikan teori-teori yang melandasi penulisan laporan tugas 

akhir. 

BAB III  ANALISIS DESKRIPTIF 

     Bab ini menjelaskan terkait pembahasan hasil pengamatan selama magang di 

BKAD Kabupaten Kulon Progo. Pembahasan terbagi menjadi dua bahasan yaitu 
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data umum dan data khusus. Gambaran umum instansi BKAD Kabupaten Kulon 

Progo beserta struktur organisasinya yang merupakan data umum  dan mengenai 

pembahasan-pembahasan yang akan menjawab tujuan penulisan laporan magang 

ini yang merupakan data khusus. 

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN 

      Pada bab ini berisi kesimpulan hasil dari analisis data yang telah diuraikan pada 

bab sebelumnya beserta saran terkait sistem penerimaan kas daerah pada BKAD 

Kabupaten Kulon Progo. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Sistem 

      Sistem adalah serangkaian komponen saling terhubung untuk mencapai suatu 

tujuan yang diinginkan. Menurut Kurnia Cahya Lestari dan Arni Muarifah Amri 

(2020:7) mengemukakan bahwa sistem adalah dua atau lebih komponen yang 

saling berhubungan dan berinteraksi membentuk kesatuan kelompok guna 

menghasilkan satu tujuan yang diharapkan. Sistem adalah sebuah tatanan yang 

mempunyai tujuan untuk memenuhi  suatu proses tertentu karena sistem memiliki 

satuan dan tugas khusus yang saling berhubungan (Fatansyah, 2015:11).  

      Melaksanakan kegiatan  pokok perusahaan merupakan tujuan sistem (Mulyadi, 

2016:4). Agar dapat mencapai tujuan yang diharapkan maka, sistem harus saling 

berkaitan dan terhubung. Sistem sering digunakan dalam berbagai bidang, sehingga 

maknanya berbeda-beda. Sistem memiliki keterkaitan anatara yang satu dan yang 

lainnya dan mengacu pada sekumpulan benda. 

Karakteristik sistem menurut Sutabri (2012:20): 

1. Komponen Sistem  

Komponen sistem tersebut dapat berupa suatu bentuk subsistem. Setiap 

subsistem memiliki sifat dari sistem yang menjalankan suatu fungsi tertentu 

dan memperngaruhi proses sistem secara keseluruhan. 
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2. Batasan Sistem  

Ruang lingkup membatasi antara sistem dengan sistem yang lain atau sistem 

dengan lingkungan luarnya. Batasan sistem ini memungkinkan suatu sistem 

dipandang satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. 

3. Lingkungan di Luar Sistem 

Lingkungan ini tidak sepenuhnya membawa keuntungan saja, namun juga 

terdapat kerugian. 

4. Penghubung 

Penghubung antara sistem dengan subsitem lainnya adalah penghubung 

sistem. Penghubung ini memungkinkan sumber-sumber daya mengalir dari 

suatu subsistem ke subsistem lain. 

5. Masukan Sistem  

Masukan sistem di sini berarti energi yang ada di dalam sistem. 

6. Keluaran Sistem 

Keluaran ini dapat menjadi masukan bagi subsitem lain, seperti sistem 

informasi. Informasi ini dapat digunakan sebagai masukan untuk 

pengambilan suatu keputusan atau hal lain yang menjadi input bagi 

subsitem lain. 

7. Pengolah Sistem 

Suatu sistem dapat mempunyai suatu proses yang akan mengubah masukan 

menjadi keluaran. 
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8. Sasaran 

Suatu sistem mempunyai tujuan dan sasaran yang bersifat deterministik. 

Suatu sistem dikatakan berhasil  bila mengenai sasaran dan tujuan yang 

telah direncanakan. 

9. Tujuan 

Suatu sistem selalu mempunyai tujuan yang berguna untuk menentukan 

kedepan yang di inginkan agar semua tercapai. 

2.2 Sistem Akuntansi 

      Sistem akuntansi adalah metode dan prosedur untuk mengumpulkan, 

mengelompokkan, merangkum, serta melaporkan informasi keuangan dan operasi 

keuangan. Menurut Romney dan Steinbart (2018:10) sistem akuntansi adalah 

sistem yang dapat mengumpulkan, mencatat, menyimpan, dan memproses data 

untuk menghasilkan informasi bagi para pembuat keputusan. Sedangkan menurut 

Mulyadi (2016:3) sistem akuntansi menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh 

manajemen yang berguna untuk memudahkan pengelolaan perusahaan yaitu 

meliputi laporan, catatan dan formulir. 

      Laporan keuangan dapat berupa neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan 

modal, dan laporan yang disajikan oleh pemerintah. Laporan seperti ini terbentuk 

dari komputer ataupun alat elektronik lain yang bekerja sesuai dengan yang 

diinginkan. Sedangkan catatan digunakan untuk mencatat, mengklasifikasikan, dan 

meringkas data keuangan dan data lain disebut jurnal. Contoh jurnal adalah jurnal 

penerimaan kas, jurnal pembelian, jurnal penjualan, dan jurnal umum. 
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      Formulir merupakan salah satu alat untuk pemerintah menjalankan 

transaksinya. Dimana pemerintah menggunakan formulir untuk merekam segala 

kegiatan yang sudah terjadi pada pemerintah. Sistem berguna untuk merekam data-

data pemerintahan menggunakan sistem pengolah data, namun dalam penggunaan 

secarik kertas pun masih banyak ditemukan di pemerintahan dalam melakukan 

perekaman data-data penting yang sudah disajikan. Formulir ini merupakan bukti-

bukti internal perusahaan yang mencerminkan setiap akivitas perusahaan. Manfaat 

formulir dalam sistem informasi akuntansi adalah untuk merekam data transaksi 

pemerintah, menetapkan tanggung jawab timbulnya transaksi bisnis pemerintah, 

mengurangi kemungkinan kesalahan dengan menyampaikan suatu informasi 

penting dari satu orang ke orang lain supaya bisa terdeteksi apabila terjadi 

kesalahan. 

      Dokumen-dokumen yang tersusun menjadi suatu kerangka disebut sistem 

(Indrayati:2016). Formulir dan catatan transaksi keuangan merupakan bagian dari 

dokumen. Formulir-formulir dalam pemerintahan memiliki manfaat untuk 

merekam data serta mengurangi kesalahan yang mungkin terjadi dalam pemerintah. 

Tujuan sistem akuntansi menurut Mulyadi (2016:15): 

a. Mengurangi biaya klerikal dalam penyelenggaraan  catatan akuntansi. 

b. Meningkatkan informasi dari sistem yang sudah ada. 

c. Menyediakan informasi bagi pengelolaan kegiatan usaha baru. 

d. Memperbaiki pengendalian akuntansi dan pengecekkan internal, yaitu 

untuk memperbaiki tingkat keandalan informasi akuntansi, dan untuk 
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menyediakan catatan lengkap mengenai pertanggungjawaban dan 

perlindungan kekayaan pemerintahan. 

2.3 Sistem Informasi Akuntansi  

      Kumpulan komponen baik fisik maupun nonfisik yang saling berhubungan dan 

bekerja sama satu sama lain untuk mengolah data transaksi yang berkaitan dengan 

masalah keuangan merupakan sistem informasi akuntansi yang dikemukakan Azhar 

Susanto (2017:80). Menurut Azhar Susanto (2013:8) sistem informasi akuntansi 

memiliki fungsi sebagai berikut: 

1. Mendukung aktivitas pemerintahan sehari-hari 

Pemerintahan beroperasi melakukan aktivitas bisnis sebagai transaksi. 

2. Mendukung proses pengambilan keputusan 

Memberi informasi yang diperlukan dalam proses pengambilan keputusan  

merupakan tujuan utama dari sistem informasi akuntansi. Keputusan harus 

dibuat dalam kaitannya dengan perencanaan dan pengendalian aktivitas 

pemerintahan. 

3. Membantu pengelolaan pemerintahan dalam memenuhi tanggung jawabnya 

kepada pihak eksternal. 

Pemerintahan mempunyai tanggung jawab memberi informasi kepada 

pemakai yang berada diluar pemerintahan. 
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Menurut Romney (2014:11) komponen sistem informasi akuntansi: 

a. Orang yang menggunakan adan mengoperasikan sistem tersebut dan 

melaksanakan berbagai fungsi. 

b. Data terkait baik itu kelompokmaupun kegiatan usahanya. 

c. Prosedur dan instruksi  

d. Infrastruktur teknologi informasi digunakan untuk komunikasi 

e. Perangkat lunak yang digunakan untuk mengolah data. 

f. Pengendalian internal dan pengukuran  digunakan untuk penyimpanan data 

supaya terjaga. 

Sistem Informasi Akuntansi memiliki tujuan menurut Mardi (2016:4): 

a. Sistem informasi diperlukan untuk mendukung kelancaran operasional 

pemerintahan dalam sehari-hari. Sistem informasi  

b. Setiap informasi yang dihasilkan merupakan sebuah bahan yang berharga 

bagi keputusan manajemen. 

c. Sistem akuntansi membantu ketersediaan informasi yang dibutuhkan oleh 

pihak eksternal melalui laporan keuangan dan laporan lainnya. 

Tujuan sistem informasi akuntansi menurut Azhar Susanto (2013:8) dibangun 

untuk mengolah data akuntansi yang berasal dari berbagai sumber menjadi 

informasi akuntansi yang diperlukan oleh berbagai macam pemakai untuk 

mengurangi resiko saat mengambil keputusan. 
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2.4 Kas 

       Kas terdiri dari uang baik logam maupun kertas, cek bahkan saham dan itu 

tersebut adalah bagian dari aset suatu pemerintah (Samryn, 2015:31). Termasuk 

uang dalam pemerintah adalah uang yang disimpan sendiri oleh pemerintah bahkan 

uang yang disimpan dalam Bank yang sudah ditunjuk oleh daerah tersebut untuk 

menyimpan kas pemerintah. Menurut Keiso (2015:342) kas yaitu aktiva yang 

paling likuid, merupakan media pertukaran standar dan dasar pengukuran serta 

akuntansi untuk semua pos lainnya. Kas merupakan aktiva yang paling likuid, 

dimana dapat dipakai sebagai alat pembayaran yang siap dan bebas digunakan 

untuk membiayai kegiatan umum pemerintah. Oleh karena itu kas dijadikan sebagai 

ukuran dalam akuntansi. 

2.5 Sistem Penerimaan Kas dan Rekapitulasi 

      Menurut Sujarweni (2015:96) sistem penerimaan kas merupakan suatu catatan 

yang berasal dari penjualan tunai, penjualan aset tetap dan pinjaman yang 

digunakan untuk melaksanakan kegiatan penerimaan kas. Penerimaan kas berasal 

dari transaksi pemerintah maupun penjualan tunai, pelunasan piutang, atau 

transaksi lainnya yang dapat menambah kas pemerintah (Mulyadi, 2016:379). 

Sumber penerimaan kas terbesar suatu pemerintah berasal dari transaksi setiap 

pembayaran ke kas daerah. 

      Berdasarkan pengertian di atas yang dimaksud penerimaan kas adalah transaksi-

transaksi yang mengakibatkan bertumbuhnya saldo kas tunai dan rekening bank 

milik pemerintah yang berasal dari pendapatan tunai, penerimaan piutang, 

penerimaan transfer maupun penerimaan lainnya. Penerimaan kas berasal dari dua 
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sumber yaitu penjualan tunai maupun penjualan kredit. Sistem penerimaan kas pada 

akuntansi pemerintah terdiri dari dua bagian, yaitu sistem dan prosedur penerimaan 

kas di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan sistem prosedur penerimaan kas 

di Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD). 

      Rekapitulasi pada pemerintahan adalah rekap data terkait penerimaan kas yang 

memudahkan pemerintahan dalam melakukan perhitungan yaitu dengan 

memisahkan bagian-bagian kas yang sudah dibayarkan oleh wajib pajak. Setelah 

melakukan rekapitulasi nantinya data tersebut masuk di dalam rekapitulasi harian 

Bendahara Penerimaan. Selanjutnya dibuatlah STS (Surat Tanda Setor) yang sesuai 

dengan jumlah di rekapitulasi, nantinya STS tersebut yang akan dibayarkan ke 

Bank sebagai tanda bukti. Rekapitulasi yang digunakan oleh pemerintahan dapat 

memudahkan dalam perhitungan dan dapat digunakan untuk memisah bagian-

bagian penerimaan kas di dalam pemerintahan. Dengan adanya rekapitulasi harian 

ini, pemerintahan dapat mengetahui uang masuk atau kas yang masuk dalam 

pemerintahan setiap harinya. 

2.6 Sistem Penerimaan Kas dari Piutang 

      Menurut Mulyadi (2013:407) elemen-elemen penerimaan kas dari piutang yang 

ada di dalam sistem akuntansi pemerintah adalah: 

1. Fungsi terkait 

      Penerimaan kas dari piutang ini tidak hanya berguna untuk memenuhi 

prinsip pengendalian internal serta menghindari terjadinya penyimpangan 

dalam pemerintah. 
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Fungsi sistem penerimaan kas dalam pemerintahan sebagai berikut; 

a. Fungsi sekretariat 

      Fungsi yang memiliki tanggungjawab pada penerimaan yang masuk 

pada pemerintahan baik itu cek maupun surat pemberitahuan. Membuat 

daftar surat pemberitahuan terkait penerimaan yang sudah dibayarkan 

debitur. 

b. Fungsi penagihan 

      Fungsi yang memiliki tanggungjawab dalam menagih debitur sesuai 

dengan daftar piutang yang telah dibuat oleh fungsi akuntansi. 

c. Fungsi kas 

      Fungsi yang memiliki tanggungjawab terkait penerimaan kas cek 

dari fungsi sekretariat. Menyetorkan kas yang sudah diterima dan segera 

disetor ke bank merupakan tanggungjawab dari fungsi kas. 

d. Fungsi akuntansi 

      Fungsi yang bertanggungjawab melakukan pencatatan penerimaan 

kas dari piutang ke jurnal penerimaan kas dan berkurangnya piutang ke 

dalam kartu piutang. 

e. Fungsi pemeriksaan internal 

      Dalam mengecek ketelitian dalam catatan kas yang diselenggarakan 

oleh fungsi akuntansi dalam melakukan perhitungan kas. 
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2. Dokumen yang digunakan 

      Formulir merupakan bagian dari dokumen. Menurut Kompas.com 

formulir dapat digunakan untuk memberikan informasi yang sesuai. Kas 

dari piutang merupakan dokumen yang digunakan Mulyadi (2013:407) 

adalah : 

a. Surat pemberitahuan  

Dokumen yang digunakan untuk memperlihatkan pembayaran. 

Nantinya pembayaran tersebut dapat dicek oleh pemerintahan dengan 

mudah, karena dalam bentuk dokumen. 

b. Daftar surat pemberitahuan 

Berguna dalam melakukan rekap data penerimaan kas. Dokumen ini 

sebagai pendukung bank dalam melakukan pencatatan penerimaan kas.  

c. Bukti setor bank 

Sebagai bukti penyetoran uang yang diterima dari piutang ke bank yang 

dibuat oleh fungsi kas. 

d. Kuitansi  

Dokumen ini dikelola pemerintah sebagai tanda bukti pembayaran. 

e. Bukti kas masuk 

Dokumen yang digunakan untuk melakukan pencatatan transaksi 

penerimaan kas dari piutang serta sebagai tanda terima siudah 

terbayarkan. 
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3. Catatan Akuntansi yang Digunakan 

Catatan akuntansi berasal dari piutang  yang digunakan dalam sistem 

penerimaan kas (dari berbagai sumber): 

a. Jurnal penerimaan kas 

Digunakan untuk meringkas dan mencatat transaksi penerimaan kas 

pemerintah oleh bagian akuntansi. 

b. Buku Besar 

Buku besar merupakan ringkasan dari jurnal yang sudah dibuat untuk 

memudahkan pengguna dalam melakukan pencatatan. 

c. Kartu piutang 

Kartu pitang dibuat untuk memudahkan pemerintah dalam menghitung 

mutasi piutang. 

4. Jaringan prosedur yang membentuk sistem 

Pemerintah dalam melaksanakan kegiatannya menggunakan prosedur 

untuk mencatat berbagai informasi yang diperoleh dari terjadinya 

transaksi. 

Penagih pemerintah melaksanakan penerimaan kas dari piutang dengan 

prosedur berikut ini: 

a. Bagian piutang memberikan daftar piutang yang sudah ditagih oleh 

bagian penagih. 

b. Bagian penagihan melakukan penagihan yang dilakukan oleh  

penagih.  

c. Nama dan surat pemberitahuan diterima oleh bagian penagihan. 
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d. Bagian kasa menunggu bagia penagihan memberikan cek 

e. Surat pemberitahuan piutang diberikan oleh bagian penagihan 

f. Bagian kasa mengirim tanda penerimaan kas kepada debitur berupa 

kuitansi. 

g. Bagian kasa membayarkan cek ke bank. 

h. Bank pemerintah melakukan clearing atas cek tersebut ke bank 

debitur. 

Penyetoran kas dan pencatatan menggunakan dokumen yang 

digunakan dalam prosedur penerimaan pada Sistem Penerimaan Kas 

menurut Ratmono dan Sholihin (2015) : 

1) Surat Ketetapan Pajak Daerah ( SKPD)  

Dokumen yang digunakan oleh wajib pajak untuk membayarkan 

pajaknya kepada Bendahara Penerimaan. 

2) Surat Ketetapan Retribusi (SKR) 

Dokumen ini sebagai bukti adanya tagihan pajak yang harus 

dubayarkan oleh wajib pajak dan sebagai bukti pembayaran. 

3) Tanda Bukti Penerimaan (TBP) 

Sebagai dokumen untuk mecatat setiap penerimaan kas daerah. 

4) Rekap Setoran 

Rekap setoran ini memudahkan Bendahara Penerimaan dalam 

menjumlahkan kas yang diterima. 
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5) Surat Tanda Setor 

Dokumen ini sudah ditetapkan oleh pemerintah untuk menyetor 

penerimaan daerah dari wajib bayar ke rekening Kas Daerah di 

Bank. 

6) Rekapitulasi Penerimaan Harian (RPH) 

Dokumen yang digunakan untuk merekap data terkait 

penerimaan kas harian. 

7) Nota Kredit Bank 

Dokumen ini digunakan untuk memberitahukan adanya transfer 

dari saldo rekening kepada BUD oleh Bank yang sudah ditunjuk 

oleh pemerintah. 

2.7 Flowchart 

      Menurut Buku Sistem Informasi Akuntansi Edisi 3 Tahun 2014, Bagan alir  

merupakan bagan yang memudahkan pemerintahan dalam mengetahui prosedur 

yang diinginkan. Dalam bagan alir dijelaskan isi nya secara detail dan jelas supaya 

bisa dipahami isinya meliputi bentuk simbol yang mudah dimengerti. Bagan alir 

digunakan untuk menganalisis proses bisnis dan arus dokumen. Sedangkan menurut 

Mardi (2016:21) Bagan alir merupakan simbol yang memiliki makna bila 

digabungkan menjadi satu. Simbol bagan alir ini dibagi menjadi empat kategori: 

1. Simbol input/output menunjukkan jenis peralatan yang digunakan. 

2. Simbol proses dilakukan oleh bagian komputer. 

3. Simbol penyimpanan di mana dapat diketahui data yang sudah disimpan. 

4. Simbol arus dan lain-lain yang mengetahui kapan dimulai dan diakhiri. 
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Tabel 2.1 Simbol Bagan Alir / Flowchart Dokumen 

Simbol input/output 

Simbol Nama Keterangan 

 

 

Dokumen  Dokumen ini bisa merupakan 

hasil cetakan komputer 

maupun tulis taangan. 

 

 

Rangkap dokumen Dokumen rangkap yang lebih 

dari satu dokumen dalam 

bagan dengan memberi 

nomor pada kanan atas 

supaya bisa dipahami 

 

 

 

Jurnal atau Buku Besar  Simbol yang digunakan 

untuk menunjukkan bahwa 

terdapat jurnal ataupun 

pembuatan buku besar 

 

 
 

 

 

Pengetikan online Dengan menggunakan 

perangkat online untuk 

memasukkan data. 

 

 

Terminal Tape Merupakan control dengan 

yang digunakan dengan 

membandingkan dengan total 

yang dihasilkan. 

 

 

Display Mencetak keluaran dalam  

layar monitor, 
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Terminal atau 

komputer personal 

Yang digunakan sebagai 

terminal dalam informasi 

yang disajikan. 

 

Simbol proses 

Simbol Nama Keterangan 

 

 

Pengolahan Komputer Untuk mengetahui proses 

yang ada dalam sebuah data 

 

 

Operasi Auxiliary Menggunakan proses data 

selain alat elektronik. 

 

 

Operasi Offline Yang digunakan selain dari 

perangkat yang harus 

menghidupkan data seluler. 

 

 

Operasi Manual Memproses secara manual. 
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Simbol Simpanan 

Simbol Nama Keterangan 

 

 

Disk Magnetik Semua data yang disimpan di 

dalam disk magnetik ini 

sebagai pokok dari data. 

 

N

 

Arsip Data File sebagai pengarsipan 

data. 

 

 

Tipe Magnetik Semua data disimpan di 

dalam tipe magnetik supaya 

data aman. 

 

 

Penyimpanan online Data disimpan ke disk. 

 

 
 

Disket Semua data bisa disimpan di 

data ini supaya tidak hilang. 
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Simbol alur dan simbol-simbol lain 

Simbol Nama Keterangan 

 

 

Arus dokumen Mengarahkan arus 

pemrosesan. 

 

 

Hubungan komunikasi Transmisi data dari satu lokal 

geografis ke lokasi lainnya via 

garis komunikasi. 

 

 

Konektor antar 

halaman 

Digunakan untuk penghubung 

slide pertama dan kedua serta 

seterusnya. 

 

 

Terminal Apakah petugas baru dimulai 

atau diakhiri. 

 

 

Penghubung pada 

halaman yang sama 

Menghubungkan arus 

pemrosesan pada halaman 

yang sama penggunaannya 

menghindari garis yang 

melintasi halaman. 

 

 

Keputusan Digunakanu ntuk mengetahui 

suatu keputusan. 

 

 

Anotasi Digunakan sebagai catatan 

penjelas apabila ada yang 

kurang jelas 

(Sumber: Buku Sistem Informasi Akuntansi Edisi 13 oleh Marshall B Romney & 

Paul John Steinbart, 2014) 
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2.8 Prosedur Penerimaan Kas 

Menurut PP No.12 Tahun 2019 kegiatan alur penerimaan kas, setoran kas, dan 

pencatatan kas pada Sistem Penerimaan Kas sebagai berikut; 

a. Kepala SKPD mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan 

Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD). 

b. Wajib pajak membayarkan pajaknya sesuai Surat Ketetapan Pajak Daerah 

(SKPD) atau Surat Ketetapan Retribusi (SKR). Pembayaran pajak 

dibayarkan pada Badan yang ditunjuk sebagai penerima pajak daerah atau 

langsung ke Bank yang sudah ditunjuk pemerintah dalam pembayaran pajak 

daerah. 

c. Bendahara Penerimaan mencocokkan apakah uang sesuai dengan yang 

harus dibayarkan. Setelah itu memberikan wajib pajak bukti penerimaan. 

d. Bendahara Penerimaan menyetorkan uang tersebut ke kas daerah yaitu 

melalui Bank BPD dengan membawa Surat Tanda Setor. 

e. Bank melakukan pencocokan STS apabila sudah sesuai maka Bank akan 

melakukan validasi dan uang akan disimpan di kas daerah. 

f. STS, arsip SKP dan arsip TBP, Bendahara Penerimaan akan mencatat dalam 

Buku Kas Umum (BKU), Buku Rekapitulasi dan Buku Pembantu Rincian 

Objek. 

g. Penerimaan dalam satu bulan dan paling lambat per tanggal 10 (sepuluh) 

bulan karena SPJ secepatnya disampaikan ke PPK-SKPD 

h. PPK-SKPD melakukan verifikasi dan evaluasi lalu mencocokkan SPJ yang 

nantinya akan dikembalikan apabila sudah sesuai. Lampiran pertama 
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disampaikan kepada Kepala SKPD/Pengguna Anggaran, sedangkan SPJ 

lampiran kedua diberikan kepada Fungsi Akuntansi SKPD dilakukan 

setelah PPK-SKPD melakukan validasi dan melakukan pencocokan data 

i. Kepala SKPD diserahkan kepada SKPD setelah ditandatangani SPJ yang 

diajukan oleh PPK-SKPD. 

j. PPKD akan membandingkan SPJ dengan Nota Kredit. Bila cocok, membuat 

Surat Pengesahaan SPJ dan mencatat pada Register Kas. Surat Pengesahan 

kemudian diserahkan kepada PPK-SKPD. Sedangkan Nota Kredit akan 

diarsip, selanjutnya SPJ diserahkan kepada Fungsi Akuntansi-SKPD. 

k. Fungsi Akuntansi-SKPD untuk melakukan pencatatan Penerimaan Kas ke 

dalam Jurnal Penerimaan Kas berdasarkan SPJ yang diterima dari 

PPKD.melakukan posting di buku besar dan dicatat dalam buku pembantu. 

l. Kemudian mencatat Penerimaan Kas dalam jurnal penerimaan kas. Lalu 

melakukan proses posting ke buku bear dan melakukan pencatatan dalam 

buku besar pembantu. 
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BAB III 

ANALISIS DESKRIPTIF 

 

      Analisis deskriptif terdiri dari dua bahasan yaitu data umum dan data khusus. 

Data umum merupakan gambaran umum instansi BKAD (Badan Keuangan dan 

Aset Daerah) dan struktur organisasinya yang bisa dilihat pada 3.1 dan data khusus 

mengenai  laporan magang ini yang bisa dilihat pada 3.2. 

3.1  Data Umum 

Data umum pada laporan tugas akhir ini terdiri dari; 

3.1.1 Profil BKAD Kabupaten Kulon Progo 

      Pemerintah daerah memiliki tugas yang berkaitan dengan pelaksanaan 

pembangunan daerah karena sesuai dengan hak dan kewajibannya. BKAD sebagai 

tempat perantara melakukan transaksi pembayaran pajak yang nantiya pajak 

tersebut akan disetor BKAD ke kas daerah yaitu melalui Bank BPD. Setiap bidang 

memiliki tugas dan wewenng masing-masing. Dengan adanya tugas yang diberikan 

oleh pemerintah kepada pejabat pemerintahan akan mempercepat penyelesain tugas 

sesuai jabatan masing-masing bidang. Dalam menangani pembayaran pajak daerah 

di bagian bidang Pelayanan Pendaftaran Penetapan pajak daerah akan diterima oleh 

Bendahara Penerimaan yang ditugaskan untuk menyelesaikan tugas dan 

wewenangnya dalam mengemban amanatnya. Dengan adanya pembagian tugas , 

masing-masing bidang harus mempertanggungjawabkan wewenangnya demi 
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kesejahteraan bersama untuk mewujudkan visi dan misi yang sudah BKAD 

tetapkan. 

3.1.2 Visi dan Misi 

Visi dan Misi BKAD Tahun 2017-2022: 

Visi BKAD: 

“Terwujudnya Masyarakat Kulon Progo Yang Sejahtera, Amanah, Tenteram, 

Berkarakter dan Berbudaya Berdasarkan Iman dan Taqwa” 

Misi BKAD sesuai dengan visi tersebut: 

 “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dalam Lingkungan 

Kehidupan Yang Tertib, Aman dan Tenteram”. 

3.1.3 Tujuan 

Tujuan BKAD sesuai visi dan misi di atas; 

 “Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik Yang 

Responsif dan Akuntabel”. 

3.1.4 Sasaran 

Sasaran BKAD: 

“Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah”. 

3.1.5 Tugas dan Fungsi 

Tugas dan fungsi pada BKAD: 

Menurut Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 mengenai Pembentukan, 

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah pada Bagian Kesatu Pasal 59, dan 

Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 73 Tahun 2016 mengenai Kedudukan, 

Susunan Organisasi, Fungsi dan Tugas, serta Tata Kerja pada Badan Keuangan dan 
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Aset Daerah mempunyai fungsi penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah dan 

tugas pembantuan di bidang keuangan dan aset daerah. BKAD Kabupaten Kulon 

Progo mempunyai tugas untuk melaksanakan fungsi tersebut; 

a. Menyelenggaran kegiatan di bidang pelayanan pendaftaran penetapan pajak 

daerah 

b. Menyelenggarakan kegiatan di bidang penagihan pajak dan pengembangan 

pendapatan daerah. 

c. Menyelenggarakan kegiatan di bidang anggaran. 

d. Menyelenggarakan kegiatan di bidang aset. 

e. Menyelenggarakan kegiatan di bidang akuntansi keuangan daerah. 

f. Menjalankan penatausahaan. 
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3.1.6 Struktur Organisasi 

 

Gambar 3.1 Bagan Struktur Organisasi BKAD Kabupaten Kulon Progo 

 

Struktur organisasi di BKAD: 

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 79 Tahun 2020 

mengenai Kedudukan, Susunan, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Keuangan 

dan Aset Daerah, susunan organisasi BKAD Kabupaten Kulon Progo terdiri dari : 

a. Kepala 

b. Sekretariat, terdiri dari 3 Subbagian yaitu; 

1. Umum dan Kepegawaian 

2. Perencanaan 



33 
 

 
 

3. Keuangan. 

c. Bidang Pelayanan Pendaftaran dan Penetapan Pajak Daerah, terdiri dari 3 

Subbidang; 

1. Pelayanan pembayaran pajak; 

2. Pendaftaran dalam pembayaran pajak ; dan 

3. Menetapkan pembayaran pajak. 

d. Bidang Penagihan Pajak serta Pengembangan Pendapatan Daerah, terdiri 

dari 3 Subbidang; 

1. Penagihan Pajak Daerah 

2. Pengembangan Pendapatan Daerah 

3. Evaluasi dan Pengendalian Pendapatan Daerah 

e. Bidang Anggaran, terdiri dari 3 Subbidang; 

1. Perencaaan Anggaran 

2. Kebijakan Pengelolaan Anggaran 

3. Pembinaan Pelaksanaan Anggaran 

f. Bidang Perbendaharaan, terdiri dari 2 Subbidang; 

1. Belanja 

2. Pengelolaan Kas 

g. Bidang Aset, terdiri dari 3 Subbidang; 

1. Perencanaan Aset 

2. Penatausahaan Aset 

3. Pemanfaatan dan Pengahapusan Aset 

h. Bidang Akuntansi dan Pelaporan, terdiri dari 2 Subbidang; 
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1. Akuntansi Keuangan Daerah 

2. Akuntansi Laporan Keuangan Daerah 

i. Jabatan Tertentu. 

j. Unit Pelaksana Teknis Badan. 

3.1.7 Uraian Tugas 

    Berdasarkan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 79 Tahun 2020 mengenai 

Kedudukan, Susunan, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset 

Daerah, tugas masing-masing bidang di BKAD; 

Tugas Sekretariat; 

a. Membantu dalam program kepegawaian 

b. Sebagai pelaksana perencanaan 

c. Tempat dimana melakukan koordinasi dalam keuangan 

d. Melaksanakan weweang sesuai bidangnya 

Tugas Bidang Pelayanan Pendaftaran dan Penetapan Pajak Daerah; 

a. Melakukan pelayanan pembayaran pajak 

b. Menentukan jumlah pajak bagi wajib pajak 

c. Merumuskan kebijakan pelayanan pendataan dan penetapan pajak daerah 

d. Mengkoordinasikan dan membina pelayanan pendataan dan penetapan 

Pajak Daerah 

e. Melakukan pengawasan pelayanan pendataan dan penetapan pajak daerah 

Tugas Bidang Penagihan Pajak dan Pengembangan Pendapatan Daerah; 

a. Menyelengarakan tagih menagih pada wajib pajak 

b. Melaksanakan tugas yang berkaitan dengan bidang yang sudah diberikan 
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Tugas Bidang Anggaran; 

a. Menentukan anggaran daerah setiap bulan  

b. Melakukan perhitungan anggaran  

c. Meyelenggarakan aturan dalam menggunakan anggaran. 

Tugas Bidang Perbendaharaan; 

a. Menyelenggarakan uang belanja daerah 

b. Mengelola keuangan dan 

c. Dan menjalankan tugas sesuai bidangnya. 

Tugas Bidang aset; 

a. Menyelengarakan susunan rencana kerja 

b. Menyelenggarakan pembinaan aset supaya lebih optimal 

c. Menyelengarakan optimalisasi aset dan investasi pemerintahan daerah 

Tugas Bidang Akuntansi dan Pelaporan; 

a. Menyelanggarakan uang masuk dan uang keluar 

b. Membuat pelaporan atas uang yang sudah dikelola BKAD 

c. Melakukan pembinaan terkait keuangan yang sudah dijalankan oleh BKAD 

sesuai dengan anggaran yang ada 

Jabatan Tertentu : 

a. Menjalankan tugas menurut kemampuan yang dimiliki. 

b. Kelompok Jabatan ini melakukan tugas sesuai pembagian menurut tugasnya 
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3.2 Data Khusus 

       Data khusus pada laporan tugas akhir ini memuat tentang pembahasan atas 

hasil kegiatan magang, cara melakukan rekapitulasi peneriman kas daerah yang 

sudah dibayarkan oleh wajib pajak, melakukan pembukuan harian via sistem yang 

sudah ditetapkan BKAD dalam penerimaan kas dan keunggulan sistem akuntansi 

dalam melakukan rekapitulasi dan pembukuan penerimaan kas. 

3.2.1 Prosedur Penerimaan Kas 

      Penerimaan kas di BKAD kabupaten Kulon Progo terbagi atas penerimaan 

secara Self Assesment dan Official Assesment. Self Assesment merupakan sistem 

pemungutan pajak yang membebankan penentuan besaran pajak yang perlu 

dibayarkan oleh wajib pajak yang bersangkutan. Ciri-ciri sistem pemungutan pajak 

Self Assesment: 

1. Wajib pajak sendiri yang menentukan berapa besaran pajak terutang. 

2. Wajib pajak yang melakukan perhitungan, pembayaran dan pelaporan pajak 

3. Pemerintah tidak mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) , kecuali 

apabila wajib pajak telat membayarkan pajaknya. 

      Sedangkan Official Assesment merupakan sistem penerimaan pajak yang 

membebankan wewenang dalam menentukan besaran pajak pada petugas sebagai 

pemungut pajak. Wajib pajak membayarkan pajaknya setelah dikeluarkan Surat 

Ketetapan Pajak (SKP) oleh fiskus. Ciri-ciri sistem pemungutan pajak Official 

Assesment: 

1. Petugas pajak yang menentukan besaran pajak terutang. 

2. Wajib pajak tidak berhak menentukan besaran pajak. 
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3. Pajak terutang ada setelah petugas mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak 

(SKP). 

 BKAD mempunyai prosedur penerimaan kas sebagai berikut: 

Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Kulon Progo

Wajib Pajak Bidang Pajak Bendahara Penerimaan Bank BPD

P
h

a
s
e

Mulai

Wajib pajak menghitung atau 
melaporkan atas pajak yang 

terutang dengan mengisi 
SPTPD

SPTPD 

1

Form SSPD

A

2

SPTPD yang 
sudah divalidasi

Berdasarkan SPTPD yang sudah 
divalidasi oleh bidang pajak 

maka, wajib pajak mengisi form  
SSPD lalu membayarnya

3

3

SPTPD yang 
sudah 

divalidasi
Uang 

Form SSPD

Uang

Melakukan validasi 
bukti pembayaran 

atau form SSPD

SSPD yang 
sudah 

divalidasi

1

SPTPD

SPTPD divalidasi 
oleh bidang pajak

SPTPD yang 
sudah divalidasi

2 Uang

Setelah bendahara melakukan 
validasi SSPD dan sudah menerima 

uang, maka bendahara 
penerimaan membuat STS

Uang

STS SSPD yang 
sudah 

divalidasi

A

4

4

STS

Uang

Setelah menerima 
uang maka, 

melakukan validasi 
bukti pembayaran 

STS

STS yang 
sudah 

divalidasi

Uang

A

5

STS yang sudah 
divalidasi

5

A

 

Gambar 3.2 Prosedur Penerimaan Kas Secara Self Assesment 
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Keterangan : 

1. Wajib pajak menghitung atau melaporkan atas pajak yang terutang dengan 

mengisi SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah). Contoh SPTPD 

(Lihat lampiran 2) 

2. Kemudian SPTPD tersebut divalidasi oleh Bidang Pajak. 

3. Berdasarkan SPTPD tersebut wajib pajak mengisi form SSPD ( Surat 

Setoran Pajak Daerah). Setelah itu wajib pajak membayarkan pajaknya. 

Untuk uang dan  form SSPD akan diserahkan ke Bendahara Penerimaan, 

lalu untuk SPTPD akan diarsipkan. Contoh SSPD (Lihat lampiran 3) 

4. Bendahara Penerimaan menerima uang pembayaran dan menandatangani 

dan memvalidasi bukti pembayaran (SSPD). 

5. Setalah memvalidasi SSPD dan menerima uang dari wajib pajak, Bendahara 

Penerimaan membuat STS (Surat Tanda Setor). Contoh STS (Lihat 

lampiran 4) 

6. Lalu Bendahara Penerimaan membayarkan pajaknya beserta STS ke Bank 

BPD yaitu Bank yang sudah ditunjuk sebagai oleh pemerintah untuk 

menyimpan kas daerah. Sedangkan SSPD tersebut akan diarsipkan oleh 

Bendahara Penerimaan. 

7. Setelah Bank sudah menerima uang dan STS, pihak Bank akan memvalidasi 

bukti pembayan tersebut.  

8. Selanjutnya bukti pembayaran tersebut atau STS diserahkan kembali ke 

Bendahara Penerimaan untuk diarsipkan. Sedangkan uang akan diarsipkan 

sebagai kas daerah di Bank BPD. 
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Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Kulon Progo

Bidang Pajak Wajib Pajak Bendahara Penerimaan Bank BPD BKAD 

P
h

a
s
e

Mulai

Bidang Pajak 
menerbitkan SKP 

Daerah/ SKR

SKP Daerah/ 
SKR

1

1

SKP Daerah/ 
SKR

Membayarkan pajak sesuai 
dengan SKP Daerah /SKR

SKP Daerah/ 
SKR

5

Uang

Uang

2

Melakukan verifikasi dan 
menerbitkan SSPD

SSPD
SKP Daerah/ 

SKR

A

1

2

1

1

A
2

SSPDSSPD

SSPD

SSPD

4

SSPD

3

Membuat STS

Uang

Uang
STS

1

2 3

4

2

Uang

A

4 5
6

3

3

SSPD

6

A

STS
STS

1
2

3

7

Uang

STS

STS

STS

1

2

3

7

Melakukan validasi STS

A

STS yang 
sudah 

divalidasi

STS yang 
sudah 

divalidasi

STS yang 
sudah 

divalidasi

3

2

1

A

8 9

8

STS yang sudah 
divalidasi

A

STS yang 
sudah 

divalidasi
2

1

A

4

9

 

Gambar 3.3 Prosedur Penerimaan Kas Secara Official Assesment 
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Keterangan: 

1. Bidang Pajak menerbitkan SKP /SKR Daerah yaitu Surat Ketetapan 

Daerah 2 rangkap. Rangkap pertama diserahkan wajib pajak dan rangkap 

kedua sebagai arsip bidang pajak. Contoh bukti SKP/ SKR Daerah (Lihat 

lampiran 5) 

2. Setelah menerima SKP/ SKR Daerah wajib pajak membayarkan pajaknya 

sesuai dengan SKP/SKR Daerah. Pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak 

diserahkan ke Bendahara Penerimaan sedangkan SKP/SKR Daerah 

diarsipkan. 

3. Bendahara Penerimaan melakukan verifikasi dan membuat SSPD sebayak 

empat rangkap setelah menerima uang dari wajib pajak. Rangkap pertama 

diarsipkan oleh Bendahara Penerimaan , rangkap kedua diserahkan wajib 

pajak untuk diarsipkan, rangkap ketiga diserahkan Bank BPD, rangkap 

keempat diserahkan BKAD untuk diarsipkan.  

4. Bendahara Penerimaan menyetorkan uang dan menerima SSPD untuk 

dilakukan pengarsipan pihak Bank, setelah itu pihak Bank membuat STS 

sebanyak tiga lembar, uang dan semua STS diserahkan Bank BPD untuk 

dilakukan validasi. Rangkap pertama diserahkan Bendahara Penerimaan 

untuk diarsipkan. Rangkap kedua dijadikan sebagai arsip BKAD serta 

rangkap ketiga sebagai arsip pihak Bank BPD.  

3.2.2 Rekapitulasi Penerimaan Kas  

      Melakukan rekapitulasi untuk mengetahui total akhir penerimaan kas setiap 

pajak yang telah disetorkan wajib pajak. Dalam melakukan rekapitulasi penerimaan 
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kas dengan menggunakan aplikasi Microsoft Excel yang nantinya terdapat kolom-

kolom yang memisahkan pajak yang sudah dibayarkan oleh wajib pajak. Langkah-

langkah melakukan rekapitulasi penerimaan kas, yaitu: 

1. Login pada aplikasi Microsoft Excel 

2. Lalu tulis tanggal penerimaan kas 

Jadi rekapitulasi ini dilakukan setiap hari supaya ketika ada kesalahan dapat 

dilakukan pengecekan pada tanggal yang terdapat kesalahan. 

3. Tuliskan pajak apa saja yang dibayarkan oleh wajib pajak, yaitu dengan 

memisahkan setiap jenis pajak di dalam kolom excel. 

Dilakukan seperti itu agar memudahkan pengecekan kembali dan 

meminimalisir terjadi kesalahan dalam memasukkan angka ke dalam kolom 

dan tidak lupa diberi nomor pajak. 

4. Jumlahkan setiap pajak yang sudah dibayarkan sekaligus jumlah total secara 

keseluruhan. 

Jika sudah ditotal alangkah baiknya pemerintahan menandai dengan huruf 

tebal supaya mengetahui bahwa angka tebal tersebut adalah total secara 

keseluruhan pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak setiap harinya. 

5. Jika sudah, cocokkan uang yang sudah diterima oleh Bendahara Penerimaan 

dengan total secara keseluruhan yang ada di excel.  

Bendahara penerimaan selalu melakukan pengecekan setiap memasukkan 

angka-angka supaya tidak terjadi kesalahan.  

      Jika uang yang diterima sama dengan total keseluruhan yang ada di excel maka, 

membuat STS (Surat Tanda Setor). STS ini nanti yang dijadikan sebagai bukti 
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pembayaran ke Bank atas setoran kas daerah. Untuk membuat STS sudah 

disediakan oleh Bendahara Penerimaan. Namun mengganti No STS, tanggal , pajak 

yang dibayarkan harian dan ditotal, dan yang terakhir meminta tanda tangan 

Bendahara Penerimaan dan dicap. Setelah itu menyetorkan uang yang sudah 

dibayarkan oleh wajib pajak ke kas daerah melalui Bank BPD dengan membawa 

STS tersebut sebagai tanda bukti. 

3.2.3 Pembukuan Harian Via Sistem 

      Dalam melakukan pembukuan harian via Bendahara Penerimaan menggunakan 

sistem yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Tujuan dilakukan pembukuan bukti 

penerimaan kas untuk proses penatausahaan yang nantinya atas penerimaan kas 

tersebut setiap transaksinya harus dicatat. Adapun langkah-langkah dalam 

melakukan pembukuan bukti penerimaan kas sebagai berikut; 

1. Buka aplikasi SIMDA , setelah itu masukkan username dan password. 

Username dan password ini hanya orang dalam yang mengetahui, tidak 

sembarang orang mengetahui karena itu adalah privasi BKAD. 

 

3.4 Gambar Login SIMDA 
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2. Selanjutnya klik menu Data Entry SKPD. Singkatan dari SKPD tersebut 

adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah. 

 

3.5 Gambar Menu Data Entry 

3. Setelah itu pilih Bendahara. Klik Bendahara karena ituadalah hak dari 

bendahara pemerintahan untuk melakukan pembukuan harian bahkan 

mengecek apabila terjadi kesalahan. 

 

3.6 Gambar Menu Data Entry 
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4. Pilih penerimaan. Bendahara yang melakukan penerimaan kas daerah atau 

penerimaan pajak daerah adalah kuasa dari Bendahara Penerimaan. 

 

3.7 Gambar Menu Data Entry 

5. Di tahap ini harus membuka 4 SIMDA yaitu apakah bukti penerimaan 

tersebut dengan penetapan (Official Assesment) dan tanpa penetapan (Self 

Assesment) . Dan tidak lupa membuka STS (Surat Tanda Setor) yaitu 

dengan penetapan (Official Assesment) dan tanpa penetapan (Self 

Assesment). 

Yang termasuk pajak dengan penetapan atau yang dikenal pajak secara 

Official Assesment yaitu pajak yang pemungutannya dihitungkan oleh 

wewenang atau pemungut pajak. Contohnya; 

a. Pajak PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) 

b. Pajak Reklame 

c. Pajak Air Tanah 
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Dikatakan pajak dengan penetapan atau disebut Self Assesment yaitu 

pajak yang pemungutannya dihitung sendiri oleh wajib pajak. 

Untuk pajak tanpa penetapan selain dari 3 jenis pajak di atas, misal; 

a. Pajak Restoran 

b. Pajak Rumah Makan 

c. Pajak Parkir 

d. Pajak Papan Bilboard 

e. Pajak MBLB 

f. Dan lain lain seperti bunga deposito dari bank 

Bukti Penerimaan; 

1. Klik Bukti Penerimaan. Untuk melakukan pembukuan terkait bukti- 

bukti penerimaan kas. 

 

3.8 Gambar Menu Data Entry 
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2. Klik BKAD 

 

3.9 Gambar Menu Unit Organisasi 

3. Klik BKAD  

 

3.10 Gambar Menu Unit Organisasi 

4. Lalu pilih bukti penerimaan kas baik dengan penetapan maupun tanpa 

penetapan.  
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Dengan Penetapan; 

a. Klik dengan penetapan.  

 

3.11 Gambar Unit Organisasi 

b. Lalu masuk pada menu dengan penetapan dengan mengganti 

nomor bukti penerimaan, tanggal penerimaan dan keterangan. 

Harus dicermati dan benar dalam memasukkan data supaya data 

tidak salah. 

 

3.12 Gambar Rekapitulasi Penerimaan Dengan Penetapan 
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c. Lalu simpan dan klik data yang sudah kita masukkan tadi 

 

3.13 Gambar Rekapitulasi Penerimaan Dengan Penetapan 

d. Masuk ke tampilan data yaitu dengan memilih ikon warna hijau 

bulat. 

 

3.14 Gambar Uraian Rekening 
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e. Klik pendapatan daerah 

 

3.15 Gambar Uraian Rekening Akses 

f. Klik Pendapatan Daerah (PAD) 

 

3.16 Gambar Rekening Keterangan 
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g. Lalu klik pajak daerah 

 

3.17 Gambar Uraian Rekening Jenis 

g. Pilih yang sesuai dengan bukti penerimaan kas apakah pajak air 

tanah, pajak PBB atau pajak papan kain. 

 

3.18 Gambar Uraian Rekening Objek 
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h. Lalu di klik dan isi nominal sesuai dengan bukti penerimaan dan 

simpan. 

 

3.19 Gambar Uraian Rekening 

Begitu juga untuk STS dengan penetapan langkahnya sama seperti 

bukti penerimaan dengan penetapan nominal juga sama. Yang 

membedakan adalah saat kita masuk kita pilih STS dan sesuai 

prosedur sama seperti dengan penetapan 
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Bukti Penerimaan Tanpa Penetapan; 

a. Klik bukti penerimaan 

 

3.20 Gambar Menu Data Entry 

b. Lalu pilih BKAD 

 

3.21 Gambar Menu Data Entry 
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c. Pilih BKAD 

 

3.22 Gambar Menu Unit Organisasi 

d. Klik tanpa penetapan 

 

3.23 Gambar Menu Unit Organisasi 
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e. Selanjutnya masuk ke menu bukti penerimaan tanpa penetapan 

yaitu dengan memasukkan nomor bukti penerimaan, tanggal , 

dan keterangn dari bukti penerimaan. Lalu simpan 

 

3.24 Gambar Rekapitulasi Penerimaan Tanpa Penetapan 

f. Klik tombol hijau buat untuk memasukkan data bukti 

penerimaan tanpa penetapan. 

 

3.25 Gambar Uraian Rekening 
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g. Klik pendapatan 

 

3.26 Gambar Uraian Akses 

h. Klik pendapatan daerah (PAD) jika itu pembayaran pajak 

bukan denda pajak. Dan klik lain-lain PAD yang sah untuk 

bunga deposito atau denda. 

 

3.27 Gambar Uraian Jenis 



56 
 

 
 

i. Lalu pilih sesuai dengan keterangan yang ada di bukti 

penerimaan kas. 

j. Selanjutnya masukkan nominal bukti penerimaan kas. Lalu 

simpan 

 

3.28 Gambar Uraian Rekening 

Begitu juga dengan STS tanpa penetapan langkahnya sama seperti 

dengan bukti penerimaan kas nominal juga sama. Yang 

membedakan adalah saat kita masuk menu bukti penerimaan tanpa 

penetapan klik STS lalu akan muncul STS tanpa penetapan.  

3.2.4 Keunggulan Sistem Akuntansi  

      Berdasarkan kegiatan magang mengenai sistem penerimaan kas, keunggulan 

dari sistem yang sudah ditetapkan di BKAD adalah; 

a. Sistem tersebut membantu Bendahara Penerimaan maupun Bendahara 

Pembantu dalam melakukan input transaksi penerimaan kas. 
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b. Membantu menyelesaikan pekerjaan Bendahara Penerimaan secara tepat 

waktu. 

c. Membantu mencocokkan apabila ada kesalahan dalam penerimaan kas 

Bendahara Penerimaan dengan sistem.  
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BAB IV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

4.1 Kesimpulan 

     Berdasarkan pengamatan yang dilakukan selama magang di BKAD 

(Badan Keuangan dan Aset Daerah) Kabupaten Kulon Progo mengenai 

sistem penerimaan kas dengan menggunakan sistem yang sudah ada di 

BKAD (Badan Keuangan dan Aset Daerah) Kabupaten Kulon Progo 

dapat diambil kesimpulan bahwa; 

a. Prosedur penerimaan kas diawali dengan wajib pajak membayarkan 

pajaknya ke BKAD atau secara langsung di Bank sesuai dengan 

rekening kas daerah, lalu menyampaikan kepada Bendahara 

Penerimaan. Setelah diterima oleh Bendahara Penerimaan, 

Bendahara Penerimaan akan membuat STS sesuai dengan uang yang 

sudah diterima dari wajib pajak. Jika sudah, Bendahara Penerimaan 

akan menyetorkan uang tersebut dengan membawa STS sebagai 

tanda pembayaran. 

b. Sistem dapat membantu pekerjaan dalam melakukan rekapitulasi 

penerimaan kas yaitu dari pajak-pajak yang disetorkan oleh wajib 

pajak. Dengan adanya sistem, untuk melakukan rekap data dapat 

selesai tepat waktu dan menghasilkan hasil yang sesuai dengan total 

pajak yang disetor oleh wajib pajak dengan total di sistem. Sehingga 

ketika uang yang disetorkan ke kas daerah melalui Bank sesuai 

dengan uang yang diterima oleh Bendahara Penerimaan. 
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c. Sistem membantu dalam melakukan pembukuan bukti kas setiap 

harinya. Yang nantinya pembukuan tersebut dicocokkan kembali 

oleh Bendahara Penerimaan. Adanya sistem yang membantu dalam 

pembukuan, mempermudah Bendahara Penerimaan Bendahara 

Penerimaan dalam melakukan pencocokan data. Dengan begitu 

apabila terjadi kesalahan bisa teratasi dengan tepat waktu dan hasil 

pembukuan itu akurat. 

d. Sistem yang sudah ditetapkan oleh BKAD membawa dampak positif 

karena sangat membantu pekerjaan cepat selesai tepat waktu dan 

data yang dihasilkan akurat. Sistem ini mempunyai keunggulan 

yaitu membantu dalam melakukan input transaksi, membantu 

menyelesaikan pekerjaan secara tepat waktu, dan memabantu dalam 

pencocokan data apabila terjadi kesalahan akibat tidak teliti. 

4.2 Saran  

      Saran yang bisa disampaikan berdasarkan hasil dari kegiatan 

magang di BKAD (Badan Keuangan dan Aset Daerah) Kabupaten 

Kulon Progo mengenai sistem penerimaan kas adalah apabila terjadi 

salah dalam memasukkan data harus segera dibenarkan karena sangat 

mempengaruhi anggaran operasional pemerintah. Dalam melakukan 

pembukuan sebaiknya harus teliti supaya tidak terjadi kesalahan dan 

hasil akurat sesuai dengan bidang lain di BKAD. 
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64 
 

 
 

Lampiran 2 SPTPD ( Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) 
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